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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana memaksimalkan 
konsep good corporate governance yang dilandasi dengan shariah compliance 
pada kinerja keuangan BNI Syariah KCP Bulukumba. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer 
yang diperoleh dari beberapa informan serta ditunjang data-data sekunder yang 
diperoleh dari website BNI syariah. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka dan 
perekaman. Data yang diperoleh kemudian diuji keabsahannya menggunakan 
metode triangulasi. 
Hasil penelitian menemukan bahwa didalam meningkatkan kinerja 
keuangan telah dengan efektif mengimplementasikan konsep Good Corporate 
Governance (Trasparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan 
Kewajaran) dengan ditunjang oleh integrasi shariah compliance  sesuai dengan 
standar operasional prosedur (SOP) dan fatwa dewan syariah nasional majelis 
ulama Indonesia. 

















A. Latar Belakang 
 Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi isu sentral 
dalam menunjang pemulihan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi, perusahaan dituntut untuk dapat mengimbanginya. 
Berbagai kasus sudah banyak terjadi dan menimpa berbagai perusahaan, bahkan 
perusahaan BUMN. Menteri BUMN, Erick Thohir (2019) menyatakan akan 
melikuidasi atau membubarkan perusahaan  yang memiliki kinerja keuangang 
buruk. Maka dari itu diperlukan adanya sistem pengelolaan serta pengendalian 
manajerial yang tepat pada tatakelola perusahaan yang baik (Good Corporate 
Governance) diharapkan dapat memberikan dampak yang positif baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Pada 2019, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank 
Syariah Mandiri masih berhasil menjadi penopang bagi kinerja induk usahanya 
hingga September 2019. Namun, pertumbuhan kinerjanya cenderung melambat. 
Direktur Utama BNI Syariah mengatakan perolehan laba kuartal III/2019 
perbankan syariah di Tanah Air sepanjang Sembilan bulan tahun ini cenderung 
melemah, terimbas oleh kondisi ketidakstabilan ekonomi global dan domestik. 
Berdasarkan data kinerja keuangan periode 9 bulan pada 10 Bank Umum Syariah 
(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dirangkum Bisnis, lima diantaranya 
terus menunjukkan perlambatan laba. Di dalamnya termasuk PT Bank BNI 






perusahaan yang diyakini dapat mengembangkan perusahaan kearah yang lebih 
maju (Ayogu,2001).  
 Sebagai sebuah sistem, proses, struktur dan aturan yang memberikan suatu 
nilai tambah bagi perusahaan, Good Corporate Governance memiliki prinsip-
prinsip yaitu,Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan 
Keadilan. Tranparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses 
kegiatan perusahaan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, 
perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah 
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Hidayanti dan Paramita, 
2014).  
Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan perencanaan yang telah disepakati 
bersama, dimana pelaksanaan dari kegiatan perusahaan harus sesuai dengan 
perencanaan dan tujuan perusahaan (Leng dan Mansor, 2005). Terwujudnya Good 
Corporate Governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen 
yang baik, dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pula pada 
perusahaan (Aisyah dkk., 2014). Pertanggungjawaban adalah kesesuaian didalam 
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan 
prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran 
bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, 
menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menyadari penyalahgunaan 
kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung citra, dan memelihara lingkungan 
bisnis yang sehat. Good Corporate Governance merupakan sistem yang 






antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin 
kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholder 
(Agustia, 2013). Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari 
pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  
Keadilan adalah kesetaran perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak 
yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. 
Fairness juga mencakup tentang adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem 
hukum dan penegakan peraturan guna melindungi hak-hak inverstor khususnya 
dalam hal ini adalah hak pemegang saham minoritas untuk terhindari dari bentuk-
bentuk kecurangan yang ada (Aprilliani, 2015). Good Corporate Governance 
muncul sebagai opsi yang tidak hanya menjadi sebagai formalitas, tetapi juga 
menjadi system nilai yang sangat berpengaruh dalam peningkatan nilai 
perusahaan (Majid, 2020). Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu 
melaksanakan Corporate Governance dengan sungguh-sungguh sehingga 
perusahaan tidak mampu mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance dengan baik (Mohammed dan Fatimoh, 2012). Hal ini disebabkan 
oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut 
pada saat perusahaan berupaya melaksanakan Corporate Governance demi 
terwujudnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Kendala 
dalam pelaksanaan Corporate Governance terkait dengan perangkat hukum, 






Shariah compliance (kepatuhan syariah) merupakan ketaatan syariah 
terhadap prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri 
keuangan syari’ah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya 
(Nurhisam, 2016). Salah satu ciri yuridis dalam industri keuangan syariah adalah 
pada regulasi tentang kepatuhan syariah (Shariah Compliance) yang menjadi 
dasar dan asas dalam operasionalnya. Kepatuhan syariah merupakan suatu bagian 
yang sangat penting dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun pada sistem 
operasionalnya (Supandi, 2019). Kepatuhan syariah adalah diantara aspek yang 
membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara 
perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Mardian, 2015). Shariah 
compliance merupakan key player dalam pelaksanaan tata kelola pada industri 
perbankan syariah. Menurut Lubis dan Saramawati (2014) pentingnya 
pelaksanaan  tata kelola merupakan salah satu upaya untuk melindungi 
kepentingan stakeholder, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada 
industry perbankan syariah. Tingkat penerapan shariah compliance mengindikasi 
bahwa tingkat penerapan tata kelola paling berpengaruh dalam mendorong para 
pengelola bank syariah menjalankan aktivitas bisnisnya dengan merujuk kepada 
kepatuhan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah (Mulazid, 2016). 
Menurut Latif (2018) shariah compliance merupakan pemenuhan kegiatan 
ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai wujud dari 
karkteristik Lembaga Keuangan Syariah serta sebagai inti dari integritas dan 






kepatuhan syariah sebagai tindakan dan langkah untuk memastikan kebijakan, 
ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah 
sesuai ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Minarmi, 2013). Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Musyafa dkk (2018) yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk 
mempertegas kepatuhan syariah harus dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan 
Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, memperoleh dan 
menjaga kepercayan investor sehingga dalam operasinalnya sejalan dengan tujuan 
syariah. 
 Menurut Gill dan Obradovich, (2012) kepatuhan syariah memainkan peran 
penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan harus sejalan 
dengan prinsip syariah, sementara Pemerintah memainkan peran penting sebagai 
pengambil keputusan. Semua proses ini terkonsentrasi pada arah pemenuhan 
tujuan akhir dari tata kelola perusahaan Islam yakni menegakkan keadilan melalui 
prinsip distribusi. Hal ini senada dengan penilitian Saramawati dan Lubis (2014) 
yang mengungkapkan bahwa Shariah compliance merupakan key player dalam 
pelaksanaan Good Corporate Governance  pada industri perbankan syariah. 
Terkait kepatuhan syariah, terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati 
sebagaimana ditentukan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DSN-MUI. 
Hal ini ditegaskan dalam undang-undang Perbankan Syariah pasal 26 disebutkan 
bahwa, kegiatan usaha dan produk dan jasa syariah harus tunduk kepada prinsip 






Dengan demikian, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI harus ditaati, 
sebagai bentuk ketaatan pada pemimpin. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang 
memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa mentaati Allah, Rasul 
beserta pemimpin. 
Tabel 1.1 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Tahun 
2018-2019 
No Rasio Keuangan 2018 2019 
1 Return On Assets (ROA) 2,78 % 2,42 % 
2 Return On Equity (ROE) 16,10% 14,00 % 
3 Net Interest Margin (NIM) 5,29 % 4,92 % 
4 Pinjaman terhadap Jumlah Simpanan 88,76 % 91,54 % 
5 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 18,45 % 19,73 % 
6 Laba Bersih per Saham (EPS) 805 825 
Sumber: Website Resmi PT BNI Syariah 
Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Bank BNI 
Syariah pada tahun 2019 mengalami penurunan pada Return On Assets (ROA) 
sebesar 0, 36%, Return On Equity (ROE) sebesar 2,1%, dan Net Interest Margin 
(NIM) sebesar 0,37%. Akan tetapi mengalami peningkatan pada sisi pinjaman 
terhadap jumlah simpanan sebesar 2,78%, rasio kewajiban penyediaan modal 
minimum sebesar 1,28%, dan laba bersih perusahaan (EPS) sebesar 20. Hal ini 
menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan Bank BNI Syariah berada dalam 
kondisi yang cukup baik . Kondisi tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh baiknya 
praktik kepatuhan syariah yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah. 
Menurut Asrori (2011) praktek pengungkapan kepatuhan shariah disarankan 
untuk diterapkan pada pelaporan keuangan sebagai tanggung jawab kepatuhan 
bank Islam. Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan 






Syariah (Sharia Complience) adalah wujud praktis operasional lembaga keuangan 
syariah terhadap kaidah syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi 
Muhammad SAW. Salah satu ciri yuridis dalam industri keuangan syariah adalah 
pada regulasi tentang kepatuhan syariah (Shariah Compliance) yang menjadi 
dasar dan asas dalam operasionalnya. Kepatuhan syariah merupakan suatu bagian 
yang sangat penting dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun pada sistem 
operasionalnya akuntan percaya terhadap praktik pengungkapan shariah 
compliance sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap 
prinsip syariah terhadap prinsip-prinsip bank Islam dilihat dari perspektif teori 
tindakan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah 
penelitian adalah bagaimana memaksimalkan good corporate governance di 
tunjang dari shariah compliance pada kinerja bank BNI Syariah KCP 
Bulukumba? 
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada bahasan terkait dampak yang diberikan oleh 
perspektif shariah compliance (kepatuhan syariah) yang meliputi kepatuhan 
standar keuangan syariah, kepatuhan nilai moralitas, dan kepatuhan standar audit 
syariah terhadap kinerja keuangan Bank BNI Syariah Cabang Utama Makassar. 
Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penggerak dalam 
upaya menerapkan Good Corporate Governance (GCG) pada pelaksanaan 






terdapat didalam Good Corprate Governance tersebut diharapkan bisa 
diimplementasikan  dan diintegrasikan dengan nilai-nilai islam yang luhur secara 
berkelanjutan. Hal ini merupakan urgensitas untuk Bank BNI Syariah Cabang 
Utama Makassar dalam upaya menjaga eksistensinya sebagai salah satu Bank 
Syariah dengan kinerja keuangan terbaik di Indonesia. Fokus penelitian dan 
deskripsi fokus penelitian ini dirangkum dalam tabel 1.2 berikut ini. 
Tabel 1.2 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1 Shariah compliance - Kepatuhan Standar keuangan Syariah 
- Kepatuhan nilai moralitas 
- Kepatuhan standar audit syariah 












D. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu merupakan rujukan penelitian atau referensi yang 
digunakan untuk menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan 







Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 
No Peneliti, 
Tahun 































positif dan signifikan 
terhadap kinerja 
keuangan LPD. Semakin 






Perkredian Desa (LPD) 
di Kecamatan Mengwi 
Kabupaten Bandung. 





















Governance pada PT. 




keuangan yang belum 





kompetensi sumber daya 
aparatur dan alokasi 
anggaran yang kurang 
memadai. 






















terbaik yang biasa 
dilakukan oleh suatu 
perusahaan yang berhasil 
yang mengacu pada bauran 
(mix) antara alat, 
mekanisme dan struktur 
yang menyediakan control 
dan akuntabilitas yang 
dapat meningkatkan/ 
economic enterprises dan 
kinerja perusahaan serta 
mendoong perusahaan 
melakukan penciptaan nilai 
yang diproduksi dengan 
kinerja masa depan. 
Praktik terbaik ini 
mencakup praktik bisnis, 
aturan main, struktur 
proses dan prinsip yang 
dimiliki. 




















Kegiatan operasi bisnis 





kepada pelanggan yang 
disebabkan masih 
terbatasnya kapasitas 
produksi air dan pipa. 
5 Raymond 
Wawondos 























sudah dinilai sangat baik 
berdasar pada analisis 



































baik. Berdasarkan empat 
prinsip yang terdapat 




Fairness yang sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan 
yang ditetapkan leh BI. 
7 M. Finsa 
Bagus 
Prastantio dan 























analisis tentang Good 
Corporate Governance 
pada PT. Pelabuhan 
Indonesia II (Persero) 
Cabang Palembang telah 
menerapkan konsep 
GCG salahsatunya yaitu 









keuangan disusun sesuai 
dengan standar yang 
berlaku di Indonesia. 
























kualitatif (Persero) mengacu pada 
keputusan bersama 





01 Juli 2015 tentang 
Pnduan Penerapan GCG 
tercantm dalam Bab 
VIII, yaitu kebijakan 
perusahaan tentang 
Pedoman Etika Bisnis 
Dan Tata Perilaku. 




















berdampak positif bagi 
bank-bank syariah, 
karena dalam good 
corporate governance 
meliputi hal-hal yang 
sejalan dengan islam. 
Maka dari itu Good 
Corpoorate Governance 
anak menciptakan 
budaya unggul tersebut 
apa yang menjadi tujuan 
perusahaan akan lebih 
mudah terapai. 
Disamping itu budaya 
unggul akan membentuk 
suasana kerja yang 
dinamis dan 
professional. 


































dengan nilai 96%, 
profesional sebesar 80% 
dan fairness sebesar 
96%. 
 
E. Tujuan penelitian 
Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 
peneliian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana memaksimalkan good 
corporate governance di tunjang dari shariah compliance pada kinerja bank BNI 
Syariah KCP Bulukumba. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat Teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan pemahaman yang baik kepada pihak bank syariah terkait dengan 
pentingnya menjaga dan mentaati kepatuhan syariah yang telah diatur dalam 
regulasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder. Hal ini 
relevan dengan syariah enterprise theory yang menekankan pada dua model 
pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban kepada Allah dan 
pertanggungjawaban kepada manusia dan lingkungannya dalam upaya 
menciptakan kinerja keuangan yang berkualitas. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar pihak 
bank syariah dapat menerapkan kepatuhan syariah secara efektif dan 
bertanggung jawab atas kinerja keuangan yang dihasilkan tetap berada dalam 








A. Syariah Enterprise Theory 
Syariah Enterprise Theory (SET) dicetuskan oleh Triyuwono tahun 2001. 
Syariah Enterprise Theory merupakan enterprise theory yang telah diinternalisasi 
dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transcendental dan lebih 
humanis. SET sendiri merupakan suatu hasil teori yang telah di internalisasi 
dengan nilai-nilai islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam 
hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan 
dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait dengan 
hubungan manusia dengan penciptanya. Dalam SET, Allah merupakan sebagai 
sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Karena 
sumber daya yang dimiliki oleh Stakeholders pada dasarnya adalah amanah dari 
Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya 
dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. SET 
dapat diartikan sebagai “suatu social integration yang berawal dari adanya 
kepentingan emansipatoris untuk membebaskan knowledge yang selalu 
terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu knowledge yang juga 
mempertimbangkan aspek non-materiil”. Aspek non materiil yang dimaksud 
adalah spek spiritual atau nilai-nilai Illahi. Knowledge yang dimaksud adalah 
SET, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain 
tindakan rasional juga bertujuan sebagai tindakan dasar dalam hubungan manusia 






sesama sebagai objek yang terdapat tindakan dasar lainnya yang terkait dalam 
hubungan manusia dan pencipta-nya. 
Syariah Enterprise Theory dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat 
pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, “nilai 
keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin 
dan nilai-nilai feminim” Triyuwono, (2000). SET merupakan enterprise theory 
yang telah diinternalisasi dengan nilai nilai Islam guna menghasilkan teori yang 
transendental dan lebih humanis. Menurut Triyuwono (2003) “Enterprise theory 
mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (stakeholders), hal yang tidak 
mampu dilakukan oleh proprietary theory dan entity theory”. Hal ini karena 
konsep enterprise theory menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi 
berada di satu tangan (shareholders), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu 
stakeholders. Oleh karena itu, enterprise theory ini lebih tepat untuk bagi suatu 
sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Hal ini 
sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2003) bahwa “diversifikasi kekuasaan 
ekonomi ini dalam konsep syari’ah sangat direkomendasikan, mengingat syariah 
melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja”. Konsekuensi dari 
nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan 
individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh 
karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas. 
Menurut SET, stakeholders yang dimaksud yakni, Tuhan, Manusia dan Alam. 
Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup 






penelitinnya bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab 
sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah Syariah Enterprise Theory 
(SET). Hal ini karena dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber 
amanah utama. Dengan menempatkan tuhan sebagai tertinggi, maka tali 
penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan 
kesadaran ke-Tuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi 
menetapkan Tuhan sebagai stakeholders tertinggi adalah digunakannya 
Sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa 
dengan sunnatullah ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata 
aturan atau hukum-hukum Tuhan. Meutia (2010) menyatakan bahwa teori yang 
paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal 
ini perbankan syariah, adalah Shariah Enterprise Theory (SET). Hal ini karena 
dalam Shariah Enterprise Theory (SET), Allah adalah sumber amanah utama. 
Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari 
Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan 
dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. 
 Selanjutnya manusia, manusia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 
direct stakeholders dan indirect stakeholders. Direct stakeholders adalah pihak-
pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam 
bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun non keuangan (non 
financial contribution). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada 
perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari 






pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan 
(baik secara keuangan maupun non keuangan), tetapi secara syariah mereka 
adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari 
perusahaan. Terakhir alam, dimana alam merupakan pihak yang memberikan 
kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan 
Manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, 
menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan 
bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan 
energi yang tersedia di alam. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi 
kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan 
manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap 
kelestarian alam, pencegahan, dan pencemaran.  
Harapan stakeholders terhadap bank syariah tentu berbeda dengan bank 
konvensional. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwasanya bank syariah 
dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha 
sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yakni tidak hanya 
terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan 
maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan 
kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan implementasi peran 
bank syariah selaku pelaksana fungsi sosial. Perbedaan yang dominan pada bank 
syariah dan bank konvensional adalah pada sistem bunga yang digunakan. 
Triyuwono (2001) mempertegas dalam penelitiannya bahwa syariah enterprise 






environment sebagai wujud pertanggungjawaban pada Tuhan, manusia, dan 
lingkungan alam. 
 
B. Shariah Compliance 
Kepatuhan (compliance) adalah memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, 
standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh 
lembaga atau organisasi yang berwewenang dalam suatu bidang tertentu. 
Sedangkan, Perbankan Syariah mengartikan Kepatuhan Syariah adalah 
meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya 
pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk 
dan layanan yang kreaktif dan inovatif, namun tetap patuh pada aturan DSN-MUI. 
Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, 
dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan syariah 
(Widialoka, 2016). Hal serupa juga diuangkapkan oleh Mardian (2015) dalam 
penelitiannya bahwa kepatuhan syariah adalah aspek yang membedakan ekonomi 
syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan 
perbankan konvensional. Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan 
yang diberikan komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk 
melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan 
berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan 
kepatuhan syariah terhadap hukum Islam.  
Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) adalah wujud praktis 






dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dari sumber utama hukum 
Islam  tersebut, para ulama menerjemahkannya dalam bentuk fiqh yang 
merupakan hasil Ijtihad, dengan didukung sumber hukum Islam sekunder lain 
seperti Ijma’ dan Qiyas dari masa ke masa. Fiqh Muamalah sebagai produk Ijtihad 
para ulama berkembang sesuai jaman waktu dan keadaan. Perkembangan 
perbankan dan lembaga keuangan syariah kontemporer saat ini pun membutuhkan 
Ijtihad Ulama’. Di Indonesia otoritas ijtihad tersebut diberikan kepada DSN-MUI. 
Menurut Nurhisam (2016) Sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, 
industri keuangan yang menjalankan aktivitas berbasis Islam karenanya secara 
ketat didikte oleh ajaran agama, yakni al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. 
Sistem keuangan Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan yang 
masih menggunakan sistem konvensional. Saat ini pemahaman masyarakat 
tentang keunikan dan karateristik dari produk perbankan syariah masih sangat 
rendah bahkan terdapat kecurigan dan ketidakpuasan masyarakat dan menganggap 
bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensial. Oleh karena itu 
perbankan syariah harus memperhatikan bahwa produk-produk perbankan syariah 
telah sesuai prinsip melalui kepatuhan syariah (shariah compliance) (Wardayanti, 
2011). 
Penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri 
keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah 
yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem 
dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan 






berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta 
menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah 
untuk meminimalisir resiko perbankan. Begitu juga inovasi produk yang menjadi 
kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih 
berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk 
harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, karena inovasi memiliki 
peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk 
itu, industri perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreatifitas dan 
inovasi-inovasi produk baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa 
depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan 
produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar. 
C. Good Corporate Governance Berbasis Shariah Compliance 
Salah satu faktor penting yang harus dimiliki dan diterapkan oleh 
perusahaan untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan adalah dengan 
menerapkan tata kelola perusahaan yang memuat prinsip-prinsip syariah, serta 
internal control yang  umum, ICG termasuk dalam kategori GCG, suatu sistem 
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya 
dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan nilai etika (Minarni, 2013; Rini, 2018). Tata kelola 
perusahaan yang baik akan meminimalisir timbulnya kesempatan untuk 
melakukan kecurangan, terutama pada lembaga keuangan yang berdasarkan ajaran 






dan Fatimoh, 2012). Menurut Majid (2020) Corporate Governance adalah sistem 
dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Kecurangan dapat 
dilatarbelakangi oleh moralitas suatu individu yang kurang memahami arti 
penting kejujuran dalam konsep akuntabilitas, terutama lembaga keuangan syariah 
yang sangat mengedepankan sikap kejujuran (Afkar, 2016). 
Menurut Grais dan Pellegrini (2006), penerapan prinsip GCG dengan 
dukungan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk ketidakjujuran 
dalam financial disclosure yang merugikan para pemegang saham, seperti 
ekspektasi yang jauh melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Dengan 
adanya konsep GCG, manajemen memiliki pedoman yang lebih baik dalam 
mewujudkan efesiensi dan efektivitas perusahaan. Perusahaan yang menerapkan 
GCG akan lebih dipercaya kreditor dan investor sehingga sahamnya lebih likuid 
dan harga saham semakin meningkat (Siddiqui, 2007). 
Sampai saat ini belum ada definisi Corporate Governance yang diterima 
umum, melainkan Corporate Governance telah didefinisikan secara berbeda-beda 
oleh para pakar (Jannah 2016). Walaupun tetap memiliki tujuan yang sama. Good 
Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam 
meningkatkan efiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 
manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, serta stakeholder 
lainnya (Munisi dan Randoy, 2011). GCG ialah suatu keharusan dalam langka 
membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable serta sangat 
diperlukan untuk menciptakan sistem dan pengelolaan keungan perusahaan yang 






GCG juga dirasakan oleh seluruh perusahaan di Indonesia. Tuntutan tersebut 
dimaksudkan agar  
perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tidak tertekan oleh perusahaan-
perusahaan asing dan persaingan global yang semakin berat (Suwandi dkk., 
2018). 
 Selanjutnya, dalam pandangan Islam sendiri komponen tata kelola yang 
baik tersebut bisa direpresentasikan ke dalam sifat wajib Nabi yakni shiddiq, 
amanah, tabligh, dan fathanah. Tikawati (2017) kemudian menguraikan keempat 
sifat wajib tersebut dari perspektif mikro dan makro lalu dikorelasikan dengan 
konsep good corporate governance yang berlaku umum sebagai berikut: 
1. Shiddiq, yaitu nilai ini memastikan bahwa pengelolaan perusahaan 
dilakukan dengan menjunjung tinggi moralitas berlandaskan pada nilai-
nilai kejujuran. Nilai ini harus menjadi cerminan bahwa pengelolaan 
perusahaan akan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai yang jelas 
dan tidak subhat (meragukan) dan menghindari cara-cara yang haram. 
2. Tabligh, yaitu secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan 
mengedukasi setiap elemen perusahaan mengenai prinsip, konsep, aturan, 
maupun etika yang harus dijalankan secara terus-menerus demi 
kelangsungan pengelolaan perusahaan ke depannya. 
3. Amanah, yang di mana dalam hal ini dijelaskan bahwa nilai ini menjaga 
ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam pengelolaan perusahaan 






stakeholder yang ada dalam lingkup perusahaan khususnya Allah sebagai 
stakeholder utama. 
4. Fathanah, nilai yang memastikan bahwa pengelolaan perusahaan 
dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan profit 
secara maksimal dalam level risiko yang telah disepakati. Termasuk 
didalamnya adalah menjalankan perusahaan dengan berlandaskan 
kecermatana dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh dengan rasa tanggung 
jawab (mas’uliyah). 
 Dari sisi makro sendiri, ada kaidah yang juga harus dijaga oleh perusahaan 
demi menjaga kualitas pengelolaan yang baik yang terhindar dari praktik fraud. 
Kaidah yang ditekankan ini adalah kaidah pelarangan gharar, yaitu 
mengutamakan berlakunya prinsip transparansi dalam setiap tindakan yang 
dilakukan dalam perusahaan dan menghindari berbagai ketidakjelasan yang 
cenderung kepada tindakan penipuan yang tentu saja merugikan perusahaan 
secara moril maupun materil. 
D. Transparansi (Transparancy) 
Transparansi yaitu keterbukaan di dalam sebuah perusahaan untuk 
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 
mengungkapkan materi dan informasi yang relevan tentang perusahaan tersebut. 
Transparansi merupakan keterbukaan dalam pemberian informasi yang relevan 
dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang mudah diakses serta 
mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Transparansi disebut juga 






transparansi tersebut di antaranya adalah pelaporan kepada publik mengenai 
informasi kinerja perusahaan maupun kinerja produk, penyediaan website yang 
bisa diakses dengan mudah, keikutsertaan perusahaan dalam pameran dagang, 
penyelenggaraan open house, penyampaian informasi kepada lembaga regulator, 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta pertemuan tahunan pemegang 
saham. Prinsip transparansi pada pelaksanaannya dalam sebuah perusahaan yaitu 
dengan tersedianya pengungkapan yang tepat waktu, informasi yang jelas dan 
dapat dibandingkan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, tata kelola 
perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Hak-hak para pemegang saham, yang 
harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu tentang kondisi perusahaan 
dapat memberikan peran dalam pengambilan keputusan tentang perubahan 
mendasar pada perusahaan dan juga mendapatkan keuntungan dari perusahaan. 








Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-







 Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan 
informasi yang cukup, akurat, tepat waktu, kepada segenap stakeholdernya. 
Informasi yang diungkapkan yaitu keadaan keuangan, kinerja keuanngan, 
kepemilkan dan pengelolaan atas perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi 
dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan 
agar pemegang saham dan orang lain mengetahuan keadaan perusahaan sehingga 
nilai pemegang saham dapat ditingkatkan (Amman dkk, 2010). 
a. Prinsip Dasar 
Untuk menjaga objektivitas dalam mennjalankan bisnis, perusahaan harus 
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 
muddah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaaan 
harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 
pemangku kepentingan lainnnya. 
b. Pedoman pokok Pelaksanaan  
1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 
memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses 
oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 
2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, 
visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, 
susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, 






Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan 
perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem 
manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, 
sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian 
penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 
3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai 
dengan perundang- perundangan, rahasia, jabatan, dan hak-hak 
pribadi. 
4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional 
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 
E. Akuntabilitas (accountability) 
Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, implementasi dan 
pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 
dilakukan secara efektif. Akuntabilitas merupakan bentuk dari kejelasan struktur 
dan fungsi perusahaan yang harus dikelola secara benar sesuai kepentingan 
stakeholders. Selain membahas kejelasan struktur dan fungsi, akuntabilitas juga 
membahas mengenai etika bisnis. Etika bisnis adalah pedoman bagi perusahaan 
dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk kegiatan berinteraksi dengan 
seluruh stakeholders. Rumusan etika bisnis dijabarkan lebih lanjut dalam kode 
etik (code of conduct) perusahaan. Kode etik mencakup panduan tentang benturan 
kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan, 






Akuntabilitas adalah penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan 
keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, dewan direktur, 
pemegang saham, dan auditor (Muda dkk, 2018). Kejelasan fungsi, struktur, 
sistem dan akuntabilitas untuk kinerja organ perusahaan harus diatur dengan tepat, 
terukur dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan sehingga 
manajemen perusahaan berjalan efektif. Kesesuaian prinsip akuntabilitas dengan 





Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaaanya masing-masing. Maka 
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S. Al-
Israa:84). 
Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka aka nada kejelasan 
akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara 
pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. 
a. Prinsip Dasar  
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 
terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakansyarat yang diperlukan untuk 






b. Pedoman Pokok Pelaksanaan 
1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab  
masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan 
selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. 
2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua 
karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung 
jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. 
3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal 
yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 
4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran 
perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran 
utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan 
sanksi (reward and punishment sistem). 
5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ 
perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis 
dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 
F. Pertanggungjawaban (Responsibility) 
Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan hukum dan 
peraturan perusahaan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Responsibilitas 
adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang berupa kepatuhan 
perusahaan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta 
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 






Kesesuaian dalam manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip perusahaan 
yang sehat dan hukum serta peraturan yang berlaku (Randoy dan Jenssen, 2003). 
Perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan 
lingkungan sehingga kelangsungan bisnis terjadi dalam jangka panjang serta 
mendapat pengakuan sebagai (Good Corporate Governance). Kesesuaian prinsip 




Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah 
hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. 
apakah mereka menyaksikan penciptanya malaikat-malaikat itu? kelak 
akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai 
pertanggungjawaban. (Q.S. Az-Zukhruf:19). 
Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan 
bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk 
bertanggung jawab kepada stakeholder. 
a. Prinsip Dasar  
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 









b. Pedoman Pokok Pelaksanaan  
1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati- hatian dan 
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan peraturan perusahaan (bylaws). 
2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara 
lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 
sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang 
memadai. 
G. Kemandirian (Independency)  
Kemandirian merupakan situasi dimana perusahaan dikelola secara 
professional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana 
pun yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip 
perusahaan yang sehat. Independensi adalah suatu kondisi di mana perusahaan 
dikelola secara profesional, mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh manajemen 
yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip 
perusahaan yang sehat. Prinsip independensi menuntut perusahaan untuk 
bertindak secara mandiri sesuai fungsi dan peran yang dimiliki masing-masing 
organ tanpa adanya tekanan. Perusahaan dikelola secara mandiri sehingga 
masingmasing organ tidak saling mendominasi dan tidak saling melempar 
tanggung jawab, serta perusahaan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain yang 
memiliki kepentingan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-






oleh orang lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan 
menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-
undangan tidak saling mendominasi dan saling bertanggung jawab, sehingga 
sistem pengendalian internal yang efektif terwujud dan perusahaan dapat 
menghindari berbagai macam masalah sehingga kegiatan perusahaan dapat 
berjalan dengan baik dan dinamis (Ayogu, 2001). Kesesuaian prinsip kemandirian 





Salah seorang dari wanita itu berkata:”Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita). Karena sesungguhnya oranh 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. AlQashash: 26). 
Prinsip ini juga mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional 
tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak 
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata 
lain, prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang 
dimilikinya tanpa ada tekanan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola 
perusahaan harus tetap memberikan pengakukan terhadap hak-hak stakeholder 







a. Prinsip Dasar 
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan haru dikelola secara 
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 
b. Pedoman Pokok Pelaksanaan  
1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya 
dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan 
tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh 
atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara 
objektif. 
2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung 
jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem 
pengendalian internal yang efektif. 
H. Kewajaran (fairness) 
Kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-
hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan. Prinsip kesetaraan menuntut adanya perlakuan yang adil dan wajar 
dalam memenuhi hak-hak stakeholders sesuai dengan perjanjian dan peraturan 
perundangundangan yang berlaku. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan 
seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, 






sederhana kesetaraan atau kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara di dalam 
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peratura 
perundang-undangan yang berlaku (Munisi dan Randoy, 2010. Fairness adalah 
kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 
sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip ini harus menjamin 
adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak terkait terutaman pemegang 
saham minoritas maupun asing. Kesesuaian prinsip kewajaran sesuai dengan Al-






Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi 
pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-
Nahl:90). 
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan. Prinsip ini menuntut adanya 
perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong 
yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara 
beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan 
akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang 






a. Prinsip Dasar  
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 
lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Semuanya harus 
dijalankan dan dilakukan secara adil menurut perundang-undangan yang 
ada dalam nilai yang setara dan wajar secara adil.  
b. Pedoman Pokok Pelaksanaan  
1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat 
bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi 
sesuai dengan prinsip transparansi serta dalam lingkup kedudukan 
masing- masing. 
2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang 
diberikan kepada perusahaan. 
3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara 
professional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi 
fisik. 
I. Kinerja Keuangan 
Menurut Fahmi (2011;2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 
dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 






Menurut Zarkasyi (2008: 48) bahwa: “Kinerja keuangan merupakan sesuatu yang 
dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu perusahaan.” Selanjutnya 
Munawir ( 2010: 30), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar 
penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan 
analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Kinerja keuangan bank yang baik 
dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, penurunan kinerja keuangan bank 
dapat menurunkan juga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Analisis laporan 
keuangan dapat membantu untuk mengetahui penilaian tingkat kinerja keuangan 
bank yang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Pihak yang 
berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan 
perusahaan untuk melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan 
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dari definisi diatas dapat 
disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran baik buruk perusahaan 
mengenai tingkat keberhasilan Kinerja Keruangan BUS: Negara Vs Swasta 5 
yang dicapai suatu perusahaan dalam menjalankan opersaionalnya. Semakin baik 
kinerja keuangan perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin sehat. 
Kinerja keuangan perusahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satunya adalah corporate governance. Kinerja keuangan merupakan patokan 
utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan, hal tersebut dapat 
dilihat dari laporan keuangannya. Mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat 
diketahui melalui dua sisi yaitu sisi internal perusahaan dengan melihat laporan 
keuangan dan sisi eksternal perusahaan yaitu nilai perusahaan dengan cara 






menilai kinerja keuangan perusahaan adalah melalui rasio keuangan. Rasio yang 
umum menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. 
Kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 
mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan 
laba (Setiawan, 2016).  
Menurut Fauzan (2011) kinerja keuangan bank merupakan gambaran 
kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek 
penghimpun dana maupun penyaluran dana. Kinerja atau performance bank 
secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam 
operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan 
penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Penilaian kinerja 
perusahaan baik bank maupun non bank dapat diketahui melalui perhitungan rasio 
finansial dari semua laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Untuk itu 
pemerintah melalu Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia 
No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 
9/1/PBI/2007 dimana penilaian tingkat kinerja lazimnya diukutr dengan razio 
keuangan model permodalan (capital), kualitas aktiva produktif (assets), 
manajemen (management), rentabilitas (earnings), likuiditas (liquidity), dan 
sensitifitas pasar (sensitifity of market risk). Adapun indikator dari kinerja 
keuangan tersebut yaitu: 
a. Profitabilitas 
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 






memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini 
ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 
investasi. (Kasmir, 2015). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi 
setiap tahunnya, cenderung diminati oleh banyak investor. Dampaknya, 
akan membuat permintaan saham atas perusahaan tersebut meningkat yang 
secara tidak langsung akan meningkatkan harga saham dan akhirnya akan 
diikuti dengan kenaikan pada nilai perusahaan. Semakin baik rasio 
profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 
perolehan keuntungan perusahaan. 
b. Solvabilitas 
Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 
membayar semua utang-utang yang dimiliki, baik utang jangka pendek 
maupun utang jangka panjang. Analisis solvabilitas memiliki tujuan yaitu 
untuk mengetahui apakah kekayaan perusahaan mampu untuk mendukung 
kegiatan perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh 
utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya (Putra, 
2019). Rasio Solvabilitas dapat diukur dengan indikator Debt Ratio. Jika 
Debt Ratio semakin tinggi, maka nilai perusahaan akan semakin baik. 
c. Likuiditas 
Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 
perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Harahap 
dan Syafri, 2011). Tingginya likuiditas menunjukkan perusahaan dapat 






pendek, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya rasio ini akan mempengaruhi 
persepsi investor terhadap perusahaan jika memiliki nilai likuiditas tinggi 
yang menunjukkan kinerja perusahaan baik, sehingga akan meningkatkan 
harga saham yang mencerminkan nilai perusahaan. 
d. Rentabilitas 
Rentabilitas merupakan selisih antara laba yang diperoleh dalam 
operasi perusahaan dengan modal. Kemampuan suatu perusahaan dalam 
mendapatkan keuntungan dan dapat dilihat dari rentabilitas suatu 
perusahaan tersebut Rentabilitas dapat menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan secara efektif. 
Perusahaan yang dapat mengelola manajemennya dengan baik dapat 
membuat perusahaan memperoleh laba yang maksimal menggunakan 
modal sendiri maupun dana yang diinvestasikan kedalam perusahaan 
(Mahfudatin dan Maslichah, 2018). 
Adapun indikator dan dimensi dirangkum dalam tabel 1.4 berikut ini.  
Tabel 1.4 Indikator dan Dimensi Kinerja Keuangan. 
No Indikator Dimensi 
1 Profitabilitas Kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan 
2 Solvabilitas Kemampuan perusahaan dalam mengkur aktiva 
yang dibiayai dengan hutang 
3 Likuiditas Kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kebutuhan jangka pendek 
4 Rentabilitas Kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 







J. Refleksi Shariah Compliance dalam Good Corporate Governance Guna 
Maksimalisasi Kinerja Keuangan 
1. Akuntabilitas dalam Refleksi Shariah Compliance 
Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi 
dalam bentuk laporan oleh penerima amanah kepada pemberi amanah. 
Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan 
pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban yang pertama adalah 
pertanggungjawaban kepada Alllah. Jadi, suatu entitas dikatakan akuntabel 
jika mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-
keputusan yang telah diambil selama kegiatan operasi entitas dan 
stakeholder dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. 
Akuntabilitas yang baik adalah ketika diterapkan secara bertanggungjawab 
dalam format laporan yang telah ditentukan. Ini menjadi sebuah urgensi 
teersendiri dalam upaya menerapkan nilai-nilai islam dalam bingkai 
kepatuhan syariah yang telah ditegaskan dalam berbagai regulasi. 
2. Transparansi dalam Refleksi Shariah Compliance 
Transparansi berarti terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang 
membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi 
merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan good governance. 
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan 
kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang 






kejujuran yang tercermin dalam konsep transparansi. Artinya, tidak boleh 
ada yang ditutupi dari public terkait bagaimana tata kelola susatu entitas 
agar terus dilakukan evaluasi dan perbaikan kedepannya.  
3. Pertanggungjawaban dalam Refleksi Shariah Compliance 
Responsibilitas (Responsibility), adalah kesesuaian di dalam pengelolaan 
hukum dan peraturan perusahaan dan prinsip-prinsip perusahaan yang 
sehat. Kesesuaian dalam manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip 
perusahaan yang sehat dan hukum serta peraturan yang berlaku (Randoy 
dan Jenssen, 2003). Perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab 
kepada masyarakat dan lingkungan sehingga kelangsungan bisnis terjadi 
dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai (Good 
Corporate Governance). Pertanggungjawaban dalam hal ini 
direpresentasikan sebagai sebuah bentuk amanah yang harus dijaga dalam 
segala bentuk tindakan. Dalam artian, tidaak boleh ada tumpang tindih 
kepentingan yang lantas bissa mengorbankan ssalah satu atau beberapa hal 
untuk hal lain.  
4. Kemandirian dalam Refleksi Shariah Compliance 
Merupakan situasi dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa 
konflik kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak 
sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip 
perusahaan yang sehat. Independensi adalah suatu kondisi di mana 
perusahaan dikelola secara profesional, mandiri dan tidak dapat 






peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Untuk 
menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance perusahaan 
harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh 
orang lain. Entitas yang baik adalah entitas yang bias berdiri kokoh tanpa 
ada intervensi pihak lain dalam pengelolaannya. Terlebih lagi jika 
intervensinya bermuara kepada hal-hal negatif yang cenderung melanggar 
etika. 
5. Kewajaran dalam Refleksi Shariah Compliance 
Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-
pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang 
seharusnya. Prinsip ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara 
terhadap semua pihak terkait terutaman pemegang saham minoritas 
maupun asing. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan. Prinsip ini 
menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kewajaran dalam hal 
ini adalah bagaimana entitas menyajikan seluruh pelaporan dan laporannya 
secara wajar tanpa mengurangi atau menambah secara berleihan demi 
menjaga eksistensinya dihadapan Tuhan dan stakeholder lainnya.  
K. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual merupakan gambaran atau desain penelitian yang 
memberikan arah dan tujuan penelitian itu sendiri. Rerangka pikir merupakan 






model dan alur penelitian. Dalam rerangka pikir, segala bentuk komponen 
penyusun penelitian ditampilkan secara simbolik dan disajikan dalam bentuk 
bagan sistematis dan bertujuan khusus. Kerangka konseptual ini disusun 
berdasarkan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat 
direpresentasikan dalam gambar 1.1 berikut ini. 
 





















Good Corporate Governance 
Maksimalisasi Konsep Good Corporate Governance 
dalam mewujudkan kinerja keuangan dengan 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu  
mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara 
mendalam (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian kualitatif akan cocok digunakan 
untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: masalah penelitian belum jelas 
(masih samar atau mungkin masih gelap), untuk memahami makna dibalik 
data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami 
perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan 
kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan (Nurul, 2016; Azmi 
dkk., 2018). Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara 
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah (Bungin, 2003:41).  
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, 
memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran 
data, dan meneliti sejarah perkembangan (Atmadja, 2013). Alasan yang utama 
dari pemilihan jenis penelitian kualitatif adalah kemauan dari diri sendiri 






dalam pengelolaan  desa Beringin berdasarkan konsep budaya mappacekke 
wanua melalui pendekatan etnografi dengan ditunjang theory of planned 
behavior (teori perilaku terencana).  
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di BNI Syariah KCP Bulukumba yang berlokasi di Jl. 
Sam Ratulangi No. 7B, Kelurahan Polewali, Kecamatan Gantarang, 
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 92513. Telp (0413) 83584 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif fenomenologi. 
Paradigma interpretif fenomenologi merupakan suatu paradigma atau cara 
pandang yang berdekatan dengan filosofi serta pemikiran sosiologis yang sangat 
luas sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan berbagai perilaku pada 
dunia sosial dari sudut pandang pelaku proses sosial itu sendiri.  
Paradigma ini dapat memberikan suatu deskripsi atas realitas sosial yang 
ada dan tidak dimaksudkan untuk mencari generalisasi, karena tingkat 
pemahaman dan perilaku masing-masing subjek adalah berbeda (Anggraini, 
2017). Interpretif fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna 
konsep atau fenomena yang terjadi pada banyaknya terjadi kecurangan akuntansi 
pada suatu perusahaan atau instansi.  
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang 






didokumentasikan. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013: 145) data subjek 
adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 
karakteristik seseorang atau sekelompok yang menjadi subjek penelitian 
(responden). 
2. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari 
sumber aslinya tanpa media perantara  (Indriantoro dan Supomo, 2013: 142). 
Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh 
lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 
data (Kuncoro, 2013: 148).  
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menganalisis dan menginterpretasikan suatu data dengan baik, 
diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan dapat 
mendeskripsikan kondisi suatu objek yang sedang diteliti dengan benar. 
Berangkat dari hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan 
internet searching. Kelima metode dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan 
secara maksimal. 
1. Observasi 
Sugiyono (2014:78), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi 
kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak 






akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau 
fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. 
2. Wawancara  
Dokumentasi Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai tehnik 
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 
Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 
sendiri atau self – report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau 
keyakinan pribadi. Metode wawancara yang digunakan adalah indepth 
interview sehingga peneliti menggunakan daftar wawancara yang telah 
dibuat. 
3. Dokumentasi 
Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa pada teknik ini, peneliti dimungkinkan 
memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen 
yang ada pada responen atau tempat. Proses mendokumentasikan data-data 
penelitian merupakan sebuah langkah untuk memback-up informasi yang 
telah didapatkan. Dokumentasi ini dapat berbentuk file foto, video, atau 
file rekaman wawancara yang dapat diakses dari server atau database 
yang dibuat sendiri atau terpublikasi di situs-situs yang kredibel. Selain 
itu, catatan-catatan kecil saat wawancara yang dibuat oleh peneliti juga 







4. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan sebuah proses di mana peneliti menghimpun 
informasi-informasi penunjang dari berbagai sumber kredibel. Informasi-
informasi ini dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur singkat, 
buku-buku, ataupun sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan 
penelitian. 
5. Internet Searching  
Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai  
tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi 
referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori 
berkaitan masalah yang diteliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu 
alat untuk memperoleh data, yang diperlukan peneliti sudah melakukan 
pengumpulan informasi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 
instrument penelitian Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. 
Peneliti mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber 
seperti jurnal-jurnal penelitian, artikel, buku, data dari internet, dan sumber 
referensi lainnya. Informasi yang telah didapatkan kemudian diolah menjadi data 
penelitian. Selain itu, peneliti juga harus menyediakan perlengkapan seperti alat 








F. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 
menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data adalah 
menyediakan infromasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013: 197). Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
kualitatif. Peneliti akan membangaun kesimpulan penelitian dengan 
mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari 
pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Analisis data dilakukan secara 
paralel selama penelitian (tanpa menunggu penelitian selesai seluruhnya). Analisis 
data dianggap selesai dilaksanakan apabila peneliti merasa telah mencapai titik 
jenuh profil data dan menemukan pola aturan yang dicari. Analisis data dilakukan 
dengan beberapa langkah berikut: Pengumpulan data-data penelitian, transkrip 
data, analisis data, triangulasi, dan penyimpulan akhir. 
G. Uji Keabsahana Data 
Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan dalam penelitian 
sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendekatan filosofis dan 
metodologis terhadap penelitian sosial. Keabsahan data penelitian kualitatif 
dilakukan melalui empat uji, yaitu credibility (validitas internal), transferbility 
(validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). 
Adapun penelitian ini hanya menggunakan dua uji yang paling sesuai, yaitu 
credibility dan dependability. Alasan digunakannya empat uji ini adalah untuk 







1. Uji Kredibilitas 
Uji kredibilitas disebut juga dengan uji validitas internal pada 
penelitian kuantitatif, dimana kredibilitas ini dapat dicapai dengan 
kemampuan peneliti untuk berbaur dengan responden dalam waktu lama 
dengan terus melakuakn konfirmasi-konfirmasi (Afiyanti, 2008). Data 
yang valid dapat Triangulasi Ini merupakan teknik yang mencari 
pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna 
pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada.  
a) Triangulasi Sumber data, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan 
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh 
kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa 
yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan 
pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis 
lebih lanjut.  
b) Triangulasi metode, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 
melalui sumber data utama yaitu annual report, peneliti bisa 
menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti berita-berita 
terkait aktivitas Pelaporan Keuangan di berbagai media. Tentu masing-
masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang 
selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 






melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran 
handal. 
2. Uji Dependabilitas 
Uji realibilitas penelitian kualitatif atau dikenal dengan uji 
dependabilitas. Uji ini merupakan pertimbangan keilmiahan suatu 
penelitian kualitatif. Pertanyaan mendasar berdasarkan isu realibilitas 
adalah terkait konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang 
berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda pula, tetapi dilakukan 
dengan metode dan interview script yang sama (Afiyanti, 2008). 
Dependabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan tindakan 
terstruktur yang memungkinkan peneliti lain menemukan hasil yang sama 
terhadap penelitian serupa. Adapun uji dependabilitas yang digunakan 
adalah uji konsistensi, yang dapat diukur dengan melihat apakah interview 
scripts yang digunakan peneliti dapat menghasilkan jawaban/hasil apa 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah 
1. Sejarah Bank BNI Syariah 
 Terpaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 
perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan 
dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan 
yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, 
pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI 
dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan 
Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang 
dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati 
layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan 
lebih kurang 1746 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam 
pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan 
terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini 
diketuai oleh Dr. Hasanudin, M.Ag, semua produk BNI Syariah telah melalui 
pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan 
Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 
Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di 
dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat 
temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana 






Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas 
dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan 
diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, 
komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat 
dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 
meningkat. Desember 2019, BNI Syariah memiliki 3 Kantor Wilayah dengan 
cabang BNI Syariah mencapai 68 Kantor Cabang, 218 Kantor Cabang Pembantu, 
13 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak dan 58 Payment Poin. 
2. Jenis Bank BNI Syariah 
 Bank BNI Syariah sebagai Bank Devisa dan Peserta Lelang Sukuk Negara 
secara berkesinambungan melakukan pengembangan bisnis Tresuri dan 
Internasional baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Pengelolaan bisnis 
tresuri dalam rangka yield enhancement dilaksanakan secara prudentdan 
dimaksudkan untuk optimalisasi ekses likuiditas dan mendukung aktivitas bank 
sehari-hari dengan instrument Fasilitas Bank Indonesia Syariah (Fasbis) dan 
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Selanjutnya Bank BNI Syariah 
berusaha turut mengaktifkan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan 
Sertifikat Investasi Mudharobah Antar Bank (SIMA) dan akan bertransaksi 
melalui Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank 
(SIKA) serta aktif melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan 
oleh Pemerintah (sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar 






financedilakukan melalui kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk. Dan Remittance Service Provider (RSP) di kantung-kantung Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di Hongkong, Singapore, Malaysia dan Timur Tengah. 
Sementara untuk trade finance, di samping melakukan transaksi sebagaimana 
lazimnya dalamtrade finance(LC import dan LC export, Standby LC,SKBDN dll.) 
dengan akad syariah, BNI Syariah juga menawarkan produk trade finance 
Wakalah bil ujrohdan Kafalah bil ujrohyang merupakan hasil pengembangan 
produk trade finance dengan akad syariah. 
3. Visi dan Misi Bank BNI Syariah 
Visi BNI Syariah 
“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam 
layanan dan kinerja.” 
Misi BNI Syariah 
1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli 
pada kelestarian lingkungan. 
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 
perbankan syariah. Memberikan nilai investasi yang optimal 
bagi investor. 
3. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan 
untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai 
perwujudan ibadah. 






 Rencana Strategi Bank BNI Syariah Upaya untuk mewujudkan visi dan 
misi perusahaan terus menerus dilakukan BNI Syariah dengan memerhatikan 
setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Namun, sebagai bagian 
takterpisahkan dari pengembangan bisnis perusahaan,BNI Syariahakan terus 
menyempurnakan pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan. Rencana dan strategi 
kegiatan CSR di tahun 2013 masih akan tetap difokuskan pada bidang pendidikan 
namun akan disertai dengan optimalisasi penyelenggaraan atau distribusi manfaat 
di bidang lainnya seperti kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial 
kemasyarakatan dan bencana alam.BNI Syariahakan mengembangkan pendekatan 
CSR yang berbasiskan pada konsep triple bottom line yaitu, people, profit, dan 
planet. Dengan demikian, penerapan strategi CSR akan mengarah pada 
pemanfaatan profit perusahaan untuk mendatangkan kebaikan bagi masyarakat 
dan lingkungan tempat BNI Syariah berkegiatan secara berkesinambungan. 
4. Tata Nilai dan Budaya Kerja BNI Syariah 
 Tata nilai dan keyakinan yang dijadikan pedoman dalam berperilaku 
dalam sebuah organisasi menjadi bagian penting bagi pencapaian tujuan yang 
ingin dicapai dan keberlangsungan suatu organisasi. Dalam menjalankan tugas 
dan tanggungjawab PT Bank BNI Syariah berpedoman pada dasar hukum syariah 
yaitu Al-Qur’an dan hadits, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai 
yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai dan keyakinan dalam 
berperilaku ini dirumuskan dalam budaya kerja PT Bank BNI Syariah yaitu; 







a. Amanah  
1) Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk 
memperoleh hasil yang optimal. 
2) Profesional dalam menjalankan tugas. 
3) Memegang teguh komitmen dan tanggung jawab. 
4) Jujur, adil dan dapat dipercaya. 
5) Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan. 
b. Jamaah 
1) Bersinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung kewajiban.  
2) Bekerja secara rasional dan sistematis. 
3) Saling mengingatkan dengan santun. 
4) Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif. 
5. Struktur Orgaisasi Bank BNI Syariah 
Struktur Organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-
fungsi suatu perusahaan yanng mengakibatkan timbulnya hubungan- hubungan 
antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu 
struktur organisasi merupakan gambaran tentang pembagian tugas dan wewenang, 
tanggungjawab serta memperjelas bidang- bidang tiap personil sehingga tercapai 
tujuan perusahaan dan tercipta lingkungan yang baik secara keseluruhan dalam 
lingkungan perusahaan tersebut. Pencapaian sasaran suatu perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan operasional sangat tergantung pada struktur organisasi yang 






Adapun Struktur organisasi pada PT Bank BNI Syariah 
adalah sebagai berikut: 
Gambar 4.1  
Struktur Organisasi  





B. Hasil dan Pembahasan  
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi, 
organisasi yang tegantung dalam strategi planning suatu organisasi. Kinerja 
keuangan adalah suatu keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam 
mengelola keuangan perusahaan tersebut sehinggga diperoleh hasil pengelolaan 
yang baik.Kinerja dalam suatu perusahaan merupakan suatu ukuran prestasi dari 






merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para manajer. Kinerja keuangan 
juga akan memberikan gambaran efisiensi atas penggunaan dana perusahaan 
mengenai hasil yang akan memperoleh keuntungan yang dapat dilihat setelah 
membandingkan pendapatan bersih setelah pajak. Oleh karena iu dibutuhkan 
pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan prosedur yang ada. Terkait dengan 
hal ini Bapak Irfandi menjelaskan; 
Metode pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BNI syariah 
disini ya pastinya kami sesuaikan dengan SOP yang sudah 
ditentukan dari pusat. Jadi kita tidak bisa bikin aturan sendiri. 
Kinerja keuangan sangatlah berperan penting dalam setiap kegiatan 
operasional perusahaan, sehingga apabila kinerja keuangan baik maka operasional 
perusahaan juga akan berjalan baik tentunya akan maksimal karena kinerja 
keuangan ini adalah salah satu tolak ukur dalam setiap kegiatan yang akan 
dilaksanakan perusahaan untuk mencapai tingkat kesehatan yang diinginkan 
perusahaan. Dengan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan ini maka dapat 
dikatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Sehubungan 
dengan hal tersebut tentunya ada prosedur-prosedur tertentu yang harus 
diselaraskan dengan tujuan yang dimiliki oleh BNI Syariah itu sendiri. Salah satu 
faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan bank syariah adalah kinerja 
keuangan. Kinerja keuangan memberikan gambaran kemampuan bank dalam 
menghasilkan laba atas aset yang dipergunakan. Asumsinya, semakin besar rasio 
kinerja keuangan maka bank tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan 
pertumbuhan yang efektif (Watung dan Ilat, 2016). Dengan demikian, bank 






yang bisa menggenjot rasio kinerja keuangan demi terwujudnya pertumbuhan 
bank syariah yang signifikan. 
Tabel 4.1 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Tahun 
2018-2019 
No Rasio Keuangan 2018 2019 
1 Return On Assets (ROA) 2,78 % 2,42 % 
2 Return On Equity (ROE) 16,10% 14,00 % 
3 Net Interest Margin (NIM) 5,29 % 4,92 % 
4 Pinjaman terhadap Jumlah Simpanan 88,76 % 91,54 % 
5 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 18,45 % 19,73 % 
6 Laba Bersih per Saham (EPS) 805 825 
Sumber: Website Resmi PT BNI Syariah 
Pada tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Bank BNI 
Syariah pada tahun 2019 mengalami penurunan pada Return On Assets (ROA) 
sebesar 0, 36%, Return On Equity (ROE) sebesar 2,1%, dan Net Interest Margin 
(NIM) sebesar 0,37%. Akan tetapi mengalami peningkatan pada sisi pinjaman 
terhadap jumlah simpanan sebesar 2,78%, rasio kewajiban penyediaan modal 
minimum sebesar 1,28%, dan laba bersih perusahaan (EPS) sebesar 20. Hal ini 
menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan Bank BNI Syariah berada dalam 
kondisi yang cukup baik. Kondisi tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh baiknya 
praktik kepatuhan syariah yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah. Kinerja 
keuangan yang cukup baik ini dikarenakan adanya tata kelola yang baik yang 
dilakukan oleh pihak BNI Syariah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 
bapak Irfandi; 
Pertama kita itu disini harus bisa melaksanakan operasional secara 
transparan sesuai dengan SOP yang ada. Perusahaan memiliki inisiatif 
dalam pengungkapan informasi material dan relevan bai yang diisyaratkan 
oleh peraturan perundang-undangan serta informasi penting lainnya yang 






kreditur dan stakeholder lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan 
cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapapun. Dan kepada pihak-pihak 
lainnya sebagaimana ketentuan hokum yang berlaku secara tepat waktu. 
. 
Merujuk pada pernyataan tersebuk kita dapat mengetahui bahwa 
transparansi berarti terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang 
membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan 
salah satu prinsip dalam perwujudan good governance. Transparansi dibangun 
atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung 
dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Kepatuhan syariah yang wajib 
dilakukan adalah nilai-nilai kejujuran yang tercermin dalam konsep transparansi. 
Artinya, tidak boleh ada yang ditutupi dari publik terkait bagaimana tata kelola 
susatu entitas agar terus dilakukan evaluasi dan perbaikan kedepannya. 
Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa; 
Selain itu kita juga disini dituntut untuk melakukan operasional secara 
akuntabel. Jajaran manajemen memastikan pengelolaan perusahaan 
dilakukan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepetingan perusahaan 
dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 
pemangku kepentingan lain. 
 
Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa akuntabilitas merupakan 
kejelasan fungsi, implementasi dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan 
sehingga pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif. Akuntabilitas adalah 
penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian 
kekuasaan antara dewan komisaris, dewan direktur, pemegang saham, dan auditor 
(Muda dkk, 2018). Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan akuntabilitas untuk 






kepentingan pemangku kepentingan sehingga manajemen perusahaan berjalan 




Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaaanya masing-masing. Maka 
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S. Al-
Israa:84). 
Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akanada kejelasan akan 
fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang 
saham, dewan komisaris dan dewan direksi. 
Selanjutnya Bapak Irfandi juga menjelaskan terkait bagaimana penerapan konsep 
tanggung jawab atau responsibilitas yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah; 
Sebagaimana institusi perbankan kita harus memastikan pengelolaan usaha 
Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, termasuk juga prinsip-
prinsip Syariah. Selain itu pertanggungjawaban Bank juga berbentuk 
kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Bank dan 
pengurusnya senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian, dan 
berpegang teguh pada hukum yang berlaku. 
 
Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan hukum dan 
peraturan perusahaan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Kesesuaian 
dalam manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan 
hukum serta peraturan yang berlaku (Randoy dan Jenssen, 2003). Perusahaan juga 
harus melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga 






sebagai (Good Corporate Governance). Kesesuaian prinsip pertanggungjawaban 





Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah 
hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. 
apakah mereka menyaksikan penciptanya malaikat-malaikat itu? kelak 
akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai 
pertanggungjawaban. (Q.S. Az-Zukhruf:19). 
 
Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan 
bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk 
bertanggung jawab kepada stakeholder. 
Selain ketiga konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat dua 
prinsip yang wajib dijalankan oleh suatu institusi yaitu independensi dan 
kewajaran. Bapak Guntur kemudian juga menerangkan terkait dengan dua prinsip 
ini; 
Kita disini paham bahwa manajemen dan seluruh individu dalam Bank 
memiliki Kompetensi, mampu bertindak obyektif,  dan bebas dari 
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki 
komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah. 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwai independency 
merupakan situasi dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa konflik 
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan 
undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 






profesional, mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh manajemen yang tidak 
sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan 
yang sehat. Untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh orang lain. 
Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan menjalankan 
fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan tidak 
saling mendominasi dan saling bertanggung jawab, sehingga sistem pengendalian 
internal yang efektif terwujud dan perusahaan dapat menghindari berbagai macam 
masalah sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dinamis 
(Ayogu, 2001). Kesesuaian prinsip kemandirian dengan Al-Qur’an surah Qashash 





Salah seorang dari wanita itu berkata:”Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita). Karena sesungguhnya oranh 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. AlQashash: 26). 
 
Prinsip ini juga mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional 
tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak 
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata 






dimilikinya tanpa ada tekanan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola 
perusahaan harus tetap memberikan pengakukan terhadap hak-hak stakeholder 
yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. Sedangkan 
untuk prinsip kewajaran itu sendiri beliau menerangkan; 
Setiap keputusan yang diambil disini senantiasa  memperhatikan 
kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan 
kepada pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya dari rekayasa 
dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-
hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan. Secara sederhana kesetaraan atau kewajaran sebagai perlakuan adil dan 
setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan 
perjanjian dan peratura perundang-undangan yang berlaku (Munisi dan Randoy, 
2010. Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak 
yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip 
ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak terkait 
terutaman pemegang saham minoritas maupun asing. Kesesuaian prinsip 






Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 






perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi 
pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-
Nahl:90). 
 
Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan 
umatnya untuk berperilaku yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi 
faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang 
adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di 
perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang 
dalam yang merugikan pihak lain. 
Guna memaksimalisasi penerapan Good Corporate Governance yang 
telah diuraikan, pihak BNI Syariah kemudian mengintegrasikannya dengan 
konsep kepatuhan syariah. Kepatuhan (compliance) adalah memiliki arti 
mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas 
yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwewenang dalam 
suatu bidang tertentu. Sedangkan, Perbankan Syariah mengartikan Kepatuhan 
Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga 
peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-
tawaran produk dan layanan yang kreaktif dan inovatif, namun tetap patuh pada 
aturan DSN-MUI. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework 
manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko 
perbankan syariah (Widialoka, 2016). Hal serupa juga diuangkapkan oleh 
Mardian (2015) dalam penelitiannya bahwa kepatuhan syariah adalah aspek yang 






perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dewan Pengawas Syariah 
melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, dimana kepatuhan 
syariah semakin penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah 
agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru 
serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam. Terkait dengan 
kepatuhan syariah sendiri, pihak BNI Syariah juga menyatakan bahwa mereka 
telah mengaplikasikan hal tersebut secara patuh sesuai dengan aturan yang dibuat 
DSN-MUI. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sudarman Thamrin;  
Berhubung kita ini merupakan lembaga keuangan syariah, tentu kita harus 
melaksnakan segala sesuatunya sesuai dengan prinsip islam. Standarnya 
bagaimana, kita disini diawasi  oleh Dewan Pegawas Syariah yang 
bertugas untuk memastikan operasional kita sesuai dengan aturan 
kepatuhan syariah yang dibuat oleh kantor pusat dan juga oleh Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
Merujuk dari hasil wawancara tersebut, kita mengetahui bahwa kepatuhan 
Syariah (Shariah Compliance) adalah wujud praktis operasional lembaga 
keuangan syariah terhadap kaidah syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan 
Hadist Nabi Muhammad SAW. Dari sumber utama hukum Islam  tersebut, para 
ulama menerjemahkannya dalam bentuk fiqh yang merupakan hasil Ijtihad, 
dengan didukung sumber hukum Islam sekunder lain seperti Ijma’ dan Qiyas dari 
masa ke masa. Fiqh Muamalah sebagai produk Ijtihad para ulama berkembang 
sesuai jaman waktu dan keadaan. Perkembangan perbankan dan lembaga 
keuangan syariah kontemporer saat ini pun membutuhkan Ijtihad Ulama’. Di 
Indonesia otoritas ijtihad tersebut diberikan kepada DSN-MUI. Menurut 
Nurhisam (2016) Sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, industri 






didikte oleh ajaran agama, yakni al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sistem 
keuangan Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih 
menggunakan sistem konvensional.  
 Selanjutnya, dalam pandangan Islam sendiri komponen tata kelola yang 
baik tersebut bisa direpresentasikan ke dalam sifat wajib Nabi yakni shiddiq, 
amanah, tabligh, dan fathanah. Tikawati (2017) kemudian menguraikan keempat 
sifat wajib tersebut dari perspektif mikro dan makro lalu dikorelasikan dengan 
konsep good corporate governance yang berlaku umum sebagai berikut: 
1. Shiddiq, yaitu nilai ini memastikan bahwa pengelolaan perusahaan 
dilakukan dengan menjunjung tinggi moralitas berlandaskan pada nilai-
nilai kejujuran. Nilai ini harus menjadi cerminan bahwa pengelolaan 
perusahaan akan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai yang jelas 
dan tidak subhat (meragukan) dan menghindari cara-cara yang haram. 
2. Tabligh, yaitu secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan 
mengedukasi setiap elemen perusahaan mengenai prinsip, konsep, aturan, 
maupun etika yang harus dijalankan secara terus-menerus demi 
kelangsungan pengelolaan perusahaan ke depannya. 
3. Amanah, yang di mana dalam hal ini dijelaskan bahwa nilai ini menjaga 
ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam pengelolaan perusahaan 
guna mencegah fraud dalam rangka menjaga kepercayaan seluruh 







4. Fathanah, nilai yang memastikan bahwa pengelolaan perusahaan 
dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan profit 
secara maksimal dalam level risiko yang telah disepakati. Termasuk 
didalamnya adalah menjalankan perusahaan dengan berlandaskan 
kecermatana dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh dengan rasa tanggung 
jawab (mas’uliyah). 
Tabel 4.2 
Maksimalisasi Konsep GCG dengan Ditunjang Shariah Compliance 
Good Corporate 
Governance 
Penerapan pada Good 
Corportae Governance 
Prinsip Islam dan 
Kaitannya dengan Shariah 
Compliance 
Transparansi Perusahaan memiliki 
inisiatif dalam 
pengungkapan informasi 
material dan relevan bai 
yang diisyaratkan oleh 
peraturan perundang-
undangan serta informasi 
penting lainnya yang 
dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan 
oleh pemegang saham, 
kreditur dan stakeholder 
lainnya. Informasi 
tersebut disampaikan 
dengan cepat, akurat, 
dan mudah diakses oleh 
siapapun. Dan kepada 
pihak-pihak lainnya 
sebagaimana ketentuan 
hokum yang berlaku 
secara tepat waktu. 




menjunjung tinggi moralitas 
berlandaskan pada nilai-nilai 
kejujuran. Nilai ini harus 
menjadi cerminan bahwa 
pengelolaan perusahaan akan 
dilakukan dengan 
mengedepankan nilai-nilai 
yang jelas dan tidak subhat 
(meragukan) dan 
menghindari cara-cara yang 
haram. 
Akuntabilitas Jajaran manajemen 
memastikan pengelolaan 
perusahaan dilakukan 
secara benar, terukur dan 
sesuai dengan 
kepetingan perusahaan 
Tabligh, yaitu secara 
berkesinambunganmelakukan 
sosialisasi dan mengedukasi 
setiap elemen perusahaan 
mengenai prinsip, konsep, 









saham dan pemangku 
kepentingan lain. 
harus dijalankan secara terus-
menerus demi kelangsungan 
pengelolaan perusahaan ke 
depannya. 
Responsibilitas Bank memastikan 
pengelolaan usaha, Bank 
telah sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku, 
prinsip-prinsip 
pengelolaan Bank yang 




Bank juga berbentuk 
kepedulian terhadap 
lingkungan dan 




hatian, dan berpegang 
teguh pada hukum yang 
berlaku. 
Amanah, yang di mana dalam 
hal ini dijelaskan bahwa nilai 
ini menjaga ketat prinsip 
kehati-hatian dan kejujuran 
dalam pengelolaan 
perusahaan guna mencegah 
fraud dalam rangka menjaga 
kepercayaan seluruh 
stakeholder yang ada dalam 
lingkup perusahaan 
khususnya Allah sebagai 
stakeholder utama. 
 
Independensi Manajemen dan seluruh 
individu dalam Bank 
memiliki kompetensi, 
mampu bertindak 








Fathanah, nilai yang 
memastikan bahwa 
pengelolaan perusahaan 
dilakukan secara profesional 
dan kompetitif sehingga 
menghasilkan profit secara 
maksimal dalam level risiko 
yang telah disepakati. 
Termasuk didalamnya adalah 
menjalankan perusahaan 
dengan berlandaskan 
kecermatana dan kesantunan 
(ri’ayah) serta penuh dengan 
rasa tanggung jawab 
(mas’uliyah). 
Kewajaran Setiap keputusan yang 
diambil disini senantiasa  
memperhatikan 
kepentingan pemegang 










minoritas dan stakeholder 






Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan bank dalam 
perekonomian, sangat ditentukan oleh besarnya tingkat keuntungan yang 
diperoleh dalam kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini tingkat keuntungan 
mencerminkan besarnya insentif yang diperoleh oleh bank syariah dalam 
menjalankan fungsi intermediasinya. Menurut Mukhlis (2012) keberlanjutan bank 
syariah dalam kegiatan bisnisnya dengan menggunakan prinsip kepatuhan syariah 
(shariah compliance) akan sangat dipengaruhi oleh besarnya porfit yang 
diperolehnya, karena semakin besar tingkat profit yang diperoleh, maka semakin 
besar pula kemampuan bank syariah dalam mengembangkan usahanya. Maka dari 
itu, kinerja keuangan bank BNI Syariah tidak pernah mengalami penurunan. 
Sejalan dengan penelitian Pratiwi (2016) yang menyatakan bahwa  tingkat 
keuangan yang menganut prinsip syariah (Islam) dapat dengan sederhana 
mereplikasikan fungsi dari instrumen keuangan konvensional. Oleh karena 
itu,profitabilitas bank syariah yang diukur dengan laba bersih usaha dapat 
dipengaruhi oleh kinerja keuangan bank dan juga kondisi makroekonomi yang 
terjadi dalam perekonomian  agar keputusan bisnis yang diambil dapat melindungi 
kepentingan berbagai pihak utamanya pihak penyimpan dana dan pihak pengguna 






penelitian Mulazid (2016) yang menyatakan bahwa terjadi penurunan kepatuhan 
bank syariah terhadap prinsip syariah. Berdasarkan survey  mengenai preferensi 
masyarakat yang dilakukan oleh BI, bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank 
syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara 
lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Kepatuhan dan 
kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. 
Secara implisit, hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah 
selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Berbagai indikator 
dalam kinerja keuangan bank dengan menerapkan prinsip shariah compliance 
pada dasarnya mencerminkan kinerja keuangan bank dalam menjalankan 
kegiatannya. Dalam indikator tersebut dipaparkan berbagai rasio-rasio keuangan 
yang mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola keuangannya. 
Saat ini pemahaman masyarakat tentang keunikan dan karateristik dari 
produk perbankan syariah masih sangat rendah bahkan terdapat kecurigan dan 
ketidakpuasan masyarakat dan menganggap bahwa perbankan syariah sama 
dengan perbankan konvensial. Oleh karena itu perbankan syariah harus 
memperhatikan bahwa produk-produk perbankan syariah telah sesuai prinsip 
melalui kepatuhan syariah (shariah compliance) (Wardayanti, 2011). Penting 
untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan 
syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat 
ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, 
serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan 






ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan 
bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk 
meminimalisir resiko perbankan. Begitu juga inovasi produk yang menjadi kunci 
perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang 
dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, industri perbankan 
syariah dituntut melakukan pengembangan, kreatifitas dan inovasi-inovasi produk 
baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak 
tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk 
yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan 







BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa 
didalam meningkatkan kinerja keuangan telah dengan efektif 
mengimplementasikan konsep Good Corporate Governance (Trasparansi, 
Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran) dengan ditunjang 
oleh integrasi shariah compliance  sesuai dengan standar operasional prosedur 
(SOP) dan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia. 
B. Keterbatasan dan Saran Penelitian 
1. Keterbatasan Penelitian 
Terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan dan dihadapi dalam 
penelitian ini, antara lain: 
a) Pihak BNI Syariah membatasi waktu dan pertanyaan wawancara yang 
diajukan oleh peneliti dengan alasan masih berada dalam kondisi 
pandemi. 
b) Data kinerja keuangan yang digunakan merupakan data kinerja 
keuangan keseluruhan yang tidak bisa dikonfirmasi oleh pihak BNI 
Syariah KCP Bulukumba. 
c) Peneliti tidak menemukan standar kepatuhan syariah yang spesifik 
pada website resmi BNI Syariah sebagaimana dikatakan oleh pihak 
BNI Syariah KCP Bulukumba. Selain itu peneliti juga tidak 
menemukan fatwa DSN-MUI yang secara spesifik membahas kaitan 






2. Saran Penelitian 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, peneliti 
kemudian menyarankan beberapa hal berikut ini: 
a) Penelitian selanjutnya diharapkan mampu medapatkan lebih 
banyak informasi terkait dengan  apa yang menjadi topik dan 
masalah penelitian yang diangkat 
b) Penelitian selanjutnya diharapkan bisa dilakukan secara luring (luar 
jaringan) agar kiranya dapat diperoleh informasi atau tanggapan 
dengan validitas yang lebih baik sebagai bagian pembuatan karya 
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1. Bagaimana metode pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BNI 
syariah ini? 
2. Apakah metode tersebut telah disesuaikan dengan tujuan pencapaian 
kinerja keuangan? 
3. Bagaimana rasio kinerja keuangann bank BNI Syariah selama ini? 
Apakah ada peningkatan / penurunan? 
4. Apakah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan telah dilakukan 
prakttik pengelolaan sesuai dengan konsep tata kelola perusahaan yang 
baik? 
5. Apakah pengelolaaan keuangan disini telah selaras dan memperhatikan 
sisi kepatuhan syariah secara maksimal? 
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